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Abstract 
 

Permasalahan penelitian pemegang protokol Notaris tidak tepat ditempatkan 

sebagai tergugat atas kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. 

Kedudukan pemegang protokol Notaris sebagai tergugat terkait upaya pembatalan 

akta kuasa menjual dalam putusan Putusan Mahkamah Agung 

No.1791/K/Pdt/2022. Analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan 

Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022 terkait kedudukan Notaris sebagai 

tergugat atas upaya pembatalan akta kuasa menjual.Sifat penelitian deskriptif, 

jenis penelitian hukum normative. Sumber data yang digunakan data sekunder. 

Pengumpulan data studi kepustakaan (library research alat pengumpulan data 

studi dokumen. Analisis data menggunakan metode kualitatif.Notaris pemegang 

protokol notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun seperti mengubah isi yang 

ada didalam akta, namun yang dapat dilakukan oleh notaris pemegang protokol 

yaitu hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, 

grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan 

langsung pada akta. Mengacu Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris 

pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh Notaris 

sebelumnya. Namun Notaris pemegang protocol dapat dijadikan tergugat jika 

terjadi permasalahan pada isi akta akibat adanya penambahan kata pada akta 

tersebut. Pemegang protokol notaris tidak memiliki kedudukan yang diakui secara 

formal sebagai pihak yang dapat dijadikan tergugat dalam upaya pembatalan akta 

kuasa menjual. Dalam upaya pembatalan akta notaris, pihak yang dapat dijadikan 

tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pihak yang merasa 

dirugikan dengan akta tersebut, seperti pemberi kuasa atau pihak lain yang 

memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Namun demikian, jika dalam suatu 

kasus terdapat alasan yang kuat untuk melibatkan pemegang protokol notaris 

sebagai pihak tergugat, hal ini bisa saja dilakukan dengan dasar argumentasi yang 

jelas dan kuat dalam proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan 

PerUndang-Undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan 

kepastian hukum.  Analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan Mahkamah 

Agung No.1791/K/Pdt/2022 terkait kedudukan Notaris sebagai tergugat atas upaya 

pembatalan akta kuasa menjual. Surat gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak 

jelas, oleh karena dalam Perjanjian Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16-9-1989 

antara Bonafacious Hutagalung yang merupakan suami dari Penggugat dengan 

Holan Tobing, maka Bonifacius Hutagalung dan Holan Tobing sebagai pihak yang 

memiliki kepentingan dalam Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16-9-1989 harus 

dijadikan pihak dalam perkara.  

 

Kata Kunci: Kedudukan, Pemegang Protokol Notaris, Tergugat, Pembatalan 

Akta Kuasa Menjual. 
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Abstrak 

Permasalahan penelitian pemegang protokol Notaris tidak tepat ditempatkan sebagai tergugat atas 

kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Kedudukan pemegang protokol Notaris sebagai 

tergugat terkait upaya pembatalan akta kuasa menjual dalam putusan Putusan Mahkamah Agung 

No.1791/K/Pdt/2022. Analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan Mahkamah Agung 

No.1791/K/Pdt/2022 terkait kedudukan Notaris sebagai tergugat atas upaya pembatalan akta kuasa 

menjual.Sifat penelitian deskriptif, jenis penelitian hukum normative. Sumber data yang digunakan data 

sekunder. Pengumpulan data studi kepustakaan (library research alat pengumpulan data studi dokumen. 

Analisis data menggunakan metode kualitatif.Notaris pemegang protokol notaris tidak dapat melakukan 

tindakan apapun seperti mengubah isi yang ada didalam akta, namun yang dapat dilakukan oleh notaris 

pemegang protokol yaitu hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse 

akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta. Mengacu Pasal 

65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat 

oleh Notaris sebelumnya. Namun Notaris pemegang protocol dapat dijadikan tergugat jika terjadi 

permasalahan pada isi akta akibat adanya penambahan kata pada akta tersebut. Pemegang protokol notaris 

tidak memiliki kedudukan yang diakui secara formal sebagai pihak yang dapat dijadikan tergugat dalam 

upaya pembatalan akta kuasa menjual. Dalam upaya pembatalan akta notaris, pihak yang dapat dijadikan 

tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pihak yang merasa dirugikan dengan akta tersebut, 

seperti pemberi kuasa atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Namun demikian, 

jika dalam suatu kasus terdapat alasan yang kuat untuk melibatkan pemegang protokol notaris sebagai 

pihak tergugat, hal ini bisa saja dilakukan dengan dasar argumentasi yang jelas dan kuat dalam proses 

hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan sangat 

bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum.  Analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan 

Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022 terkait kedudukan Notaris sebagai tergugat atas upaya pembatalan 

akta kuasa menjual. Surat gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas, oleh karena dalam Perjanjian 

Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16-9-1989 antara Bonafacious Hutagalung yang merupakan suami dari 

Penggugat dengan Holan Tobing, maka Bonifacius Hutagalung dan Holan Tobing sebagai pihak yang 

memiliki kepentingan dalam Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16-9-1989 harus dijadikan pihak dalam 

perkara.  

 

Kata Kunci: Kedudukan, Pemegang Protokol Notaris, Tergugat, Pembatalan Akta Kuasa Menjual 

 

PENDAHULUAN 

Perkara ini berawal dari Estaria Panggabean, selaku Penggugat istri sah dari Almarhum 

Bonifaciius Hutagalung. Objek gugatan terkait Keabsahan Surat Kuasa yang dbuat di hadapan 

Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdelina Marpaung, di Medan dan ditanda tangani di hadapan 

Kepala Desa Siraja Ina, Kecamatan Tarutung. Surat Kuasa, di hadapan Notaris, 

mengatasnamakan Penggugat ikut memberikan persetujuan, kenyataannya Penggugat sama sekali 

tidak pernah memberikan persetujuan sebagaimana tertera pada Surat Kuasa. Surat kuasa, yang 

dibuat di hadapan Notaris yang mana telah mendapat persetujuan Penggugat, namun Penggugat 

tidak pernah mengaku telah membuat surat persetujuan istri yang katanya ditanda tangani di 

hadapan Kepala Desa Siraja Ina Kecamatan Tarutung. 

Surat kuasa yang dibuat di Notaris, notabenenya persetujuan Penggugat diketik di hari 

yang sama, disamping Surat Kuasa. Penambahan kata pada Surat Kuasa yang ditambah pada hari 

dan tanggal yang sama merupakan hal yang janggal, Surat Persetujuan Istri tersebut dibuat 15 

September 1989, tepatnya sebelum surat kuasa dibuat, surat kuasa  dibuat terlebih dahulu setelah 

beberapa hari kemudian dibuatkan surat persetujuan istri tanpa seizin dan sepengetahuan 

Penggugat setelah surat persetujuan dibuat selanjutnya ditambahkanlah di samping surat kuasa 
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berupa Surat Persetujuan Istri tersebut dan jika demikian sudah sepantasnya surat kuasa tidak sah 

dan cacat demi hukum.  

Surat kuasa yang dibuat oleh Notaris dengan membuat catatan atau penambahan di 

samping Surat Kuasa berupa Surat Persetujuan Istri, tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan 

Notaris (Reglement op het Notarisambt in Nederland Indie (Stb. No. 3 tahun 1860), serta tidak 

sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) UUJN. Surat kuasa adalah merupakan Akta Notaris yang 

merupakan Akta Autentik, maka harus memenuhi form (bentuk) sesuai dengan aturan perUndang-

Undangan, sedangkan surat kuasa tidak sesuai dengan aturan perUndang-Undangan, maka 

Autentiksitas Surat Kuasa telah hilang berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata.  

Penggugat tidak pernah membuat surat persetujuan, sehingga tindakan Notaris di wakili 

oleh Tergugat, Jonas Marolop Simarmata selaku pemegang Protokol Notaris, telah membuat surat 

kuasa tidak benar. Penggugat tidak pernah membuat Surat Persetujuan dengan terbitnya surat 

kuasa dan tindakan Notaris di wakili oleh Tergugat, selaku pemegang Protokol Notaris tidak 

benar, sehingga terbitnya Surat Kuasa, sepantasnya surat persetujuan dan Surat Kuasa No.25 

Tanggal 16-09-1989 tersebut tidak sah dan cacat demi hukum, yang mana Pengadilan Negeri 

Medan dalam perkara nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn, telah menjatuhkan putusan mengabulkan 

gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan tindakan Mutiara Sahat Purnama Magdalena 

Marpaung, Notaris di Medan yang diwakili oleh Tergugat selaku pemegang Protokol Notaris yang 

telah membuat Surat Kuasa No. 25 tanggal 16-09-1989 adalah tidak benar.  

Perumusan Masalah 

1. Apakah pemegang protokol Notaris tidak tepat ditempatkan sebagai tergugat atas kesalahan 

akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol? 

2. Bagaimana kedudukan pemegang protokol Notaris sebagai tergugat terkait upaya pembatalan 

akta kuasa menjual dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022? 

3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan Mahkamah Agung 

No.1791/K/Pdt/2022 terkait kedudukan Notaris sebagai tergugat atas upaya pembatalan akta 

kuasa menjual? 

 

METODE PENELITIAN 

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini deskriptif Penelitian deskriptif, 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), Teknis 

analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu teknis analisis data kualitatif, 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah data penelitian.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pemegang Protokol Notaris Tidak Tepat Ditempatkansebagai Tergugat Atas Kesalahan 

Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pemberi Protokol 

Notaris pemegang protokol dapat ditempatkan sebagai tergugat atas kesalahan akta 

yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Protokol Notaris merupakan bagian dari 

administrasi di kantor Notaris yang memainkan peran penting dalam memungkinkan Notaris 

untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Notaris pemegang protokol memiliki 

kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris. Jika kewajiban ini dilanggar dengan sengaja 
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atau kelalaian, pemegang protokol Notaris dapat dikenai tanggung jawab dan/atau tanggung 

gugat yang mengakibatkan sanksi hukum. 

Apabila suatu hari akta yang sudah dialihkan kepada pemegang protokol Notaris terjadi 

suatu masalah, maka pemegang protokol Notaris tetap akan dipanggil untuk diminta 

keterangan hal ini merupakan salahsatu tanggungjawab pemegang protokol Notaris. 

Pemanggilan Notaris pemegang protokol oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk 

hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari MKN, 

karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris ketika ada 

seorang Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan 

akta. Mengingat Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara 

oleh Notaris( Rahayu, Op.Cit, hal 4925).  

Namun demikian pengaturan kearsipan tidak mengatur protokol Notaris sebagaimana 

ketentuan dalam UUJN meskipun Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan 

arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Ketidakjelasan pengaturan 

mengenai batas pertanggungjawaban pemegang Protokol Notaris terhadap akta autentik yang 

dialihkan kepadanya akan menimbulkan pemahaman multitafsir sampai kapan beban 

tanggungjawab tersebut harus dipikul oleh Notaris tersebut. Penyimpanan protokol Notaris 

sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN. Maka perlu adanya 

pengaturan khusus tekait dengan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan protokol Notaris. 

Agar tercipta suatu kepastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol 

Notaris( Ibid) 

Melihat suatu akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna maka akta tersebut 

harus disimpan dan dijaga demi terciptanya kepastian hukum. Dalam hal kepastian hukum Van 

Apeldoorn menyatakan teori tentang Kepastian Hukum mengandung arti bahwa kepastian 

Hukum merupakan hal yang dapat ditentukan dari hukum, terkait dengan hal-hal yang konkrit 

serta Kepastian Hukum merupakan keamanan dalam mewujudkan hukum itu sendiri( 

Apeldoorn, 2018).  

Teori tanggung jawab sebagaimana dikatakan Hans Kelsen menekankan pada makna 

tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perUndang-Undangan, sehingga seseorang 

yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan 

suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. 

Pemegang protokol Notaris tidak tepat ditempatkan sebagai tergugat atas kesalahan 

akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Notaris pemegang protokol notaris tidak dapat 

melakukan tindakan apapun seperti mengubah isi yang ada didalam akta, namun yang dapat 

dilakukan oleh notaris pemegang protokol yaitu hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau 

memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang 

berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 65 UUJN 

menyebutkan bahwa Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat 

oleh Notaris sebelumnya. Namun Notaris pemegang protocol dapat dijadikan tergugat jika 

terjadi permasalahan pada isi akta akibat adanya penambahan kata pada akta tersebut.  
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2. Kedudukan Pemegang Protokol Notaris Sebagai Tergugat Terkait Upaya Pembatalan 

Akta Kuasa Menjual Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022 

Keterlibatan pemegang protokol Notaris yang berkedudukan sebagai pihak tergugat 

atas gugatan terhadap protokol akta yang diterima dan disimpannya tersebut. Gugatan antara 

para pihak bersengketa yang bertujuan untuk melaksanakan pembatalan terhadap akta 

seharusnya tidak perlu melibatkan Notaris pemengang protokol secara langsung, karena 

pemegang protokol Notaris tidak mengetahui peristiwa yang terjadi dalam pembuatan akta 

tersebut dan tidak membuat kesalahan terhadap produk akta yang digugat.  

Notaris pemegang protokol seharusnya tidak mengeluarkan salinan yang tidak lengkap 

tanda tangan dari para pihak, jika pemegang protokol notaris mengeluarkan Salinan tersebut 

maka pemegang protokol Notaris dapat disebut dengan pembohong karena disebutkan bahwa 

di akhir salinan minuta akta ini telah lengkap ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan 

Notaris, salinan ini merupakan sama bunyinya dengan minuta akta aslinya. 

Tanggung jawab profesional dalam suatu jabatan Notaris atas apa yang menjadi 

kewenangannya yaitu membuat akta autentik, jadi ketika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut 

terjadi kesalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak dalam akta tersebut ataupun pihak 

ketiga, maka Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, akan tetapi 

untuk pemegang prorokol notariis berdasarkan Notaris yang telah menerima protokol tersebut 

bertanggung jawab untuk memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya. Ia juga 

berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sebagaimana diatur 

didalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUJN-P. Notaris pemegang protokol berkewajiban 

merawat protokol Notaris yang dilimpahkan kepadanya selayaknya protokol sendiri, sehingga 

dibutuhkan tempat yang memadai serta administrasi yang baik agar akta yang ada padanya 

tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan( Oktavia, Op.Cit, hal 154 

). 

Jika kesalahan ini berkaitan dengan keahlian atau sumber daya manusia yang bersifat 

subjektif, maka tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, kewajiban Notaris 

menyangkut harta, materi, maka dapat dibebankan kepada ahli waris. Teori Fautes de Services, 

yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian.terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi 

dari pejabat yang bersangkutan. Teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan(Irawan 

Dkk, 2018). 

Pada sengketa tersebut, Notaris pemegang protocol dinyatakan sebagai Tergugat dan 

turut dimintai pertanggungjawabannya, sedangkan apabila mengacu pada Pasal 65 UUJN, 

Notaris yang membuat akta tersebutlah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akta 

yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi sengketa yang diajukan kepada Pengadilan 

terkait akta yang ada dalam Protokol Notaris, Notaris pemegang protokol yang bersangkutan 

hanya dapat dihadirkan dalam posisi sebagai saksi saja namun tidak dapat dijadikan pihak 

tergugat sebagaimana yang telah terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung 

No.1791/K/Pdt/2022. 

Terlepas dari pendapat bahwa Notaris digugat agar gugatan lengkap secara formil yang 

berdasar pada Yurisprudensi 1125/K/Pdt/1984, maupun pendapat yang menyatakan Notaris 

tidak selayaknya dimasukkan dalam suatu gugatan pembatalan akta karena Notaris bukanlah 

pihak dalam akta tetapi peran Notaris dalam akta adalah sebagai bentuk konkrit pelaksanaan 

tugas dan wewenang Notaris sesuai dengan Pasal 15 UUJN, apalagi dalam kasus ini akta yang 
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dimaksud adalah akta penghadap atau partij acte, yang tentunya Notaris hanya 

memformulasikan keinginan dan kehendak para penghadap saja kedalam bentuk akta autentik, 

sehingga Notaris bukan sebagai subjek perjanjian. Maupun pendapat lainya yang menyatakan 

bahwa wewenang untuk menentukan siapa yang hendak digugat adalah ada pada diri 

Penggugat sendiri, bahkan hakim pun tidak dapat intervensi, yang berdasar pada Yurisprudensi 

Nomor 305K/Sip/1971 dan Nomor 457K/Sip/1975. 

Tanggungjawab menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum 

menyebutkan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya atau suatu 

perbuatan sehingga dia memikul suatu tanggungjawab hukum( Wasitaatmaja, 2017). 

Pertanggungjawaban tersebut merupakan sesuatu akibat/dampak yang lebih lanjut dari suatu 

perbuatan. Tanggungjawab hukum berasal dari adanya aturan hukum yang memberikan 

kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi/hukuman bilamana kewajiban 

tersebut tidak dilaksanakan ataupun ketentuan pada aturan hukum dilanggar. 

Teorinya tentang tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang 

bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul 

tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam 

hal perbuatan sebaliknya. Berdasarkan teori diatas tanggung jawab Notaris sebagai profesi, 

lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab yang 

dipikul Notaris sebagai pemangku kepentingan dalam pembuatan akta autentik adalah 

tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Sejalan dengan prinsip umum “geenbevegdedheid 

zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-

uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)( Arief, Op.Cit, hal 341-342). 

Hal ini karena akta yang bersangkutan merupakan kepentingan dari para pihak yang 

membuat akta, bukan kepentingan Notaris. Sehingga penetapan tersebut harus dilakukan 

pembatalan. Oleh karena itu, pembetulan akta dapat dilakukan dengan cara para pihak dalam 

akta mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan 

bunga kepada werda Notaris, sekaligus memperbolehkan pembetulan akta dilakukan oleh 

Notaris pemegang protocol. 

Dalam kaitannya dengan peralihan protokol Notaris, maka pemegang protokol Notaris 

tentu harus mendapatkan keadilan berupa tanggung jawab sebatas kewajibannya menyimpan 

protokol yang dialihkan kepadanya. Sedangkan terkait isi dan keabsahan suatu akta, 

dikarenakan ketidakterlibatannya dalam pembuatan akta tersebut, maka sudah semestinya 

bukan bagian dari tanggung jawabnya.  Pembebanan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan 

hukum yang tidak dilakukannya bahkan tidak diketahuinya, hanya akan menyebabkan 

ketidakadilan( Yetniwati, Op.Cit, hal 220). 

Notaris pemberi protokol tetap bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya, 

meskipun karena ketentuan hukum penyimpanan akta diserahkan kepada pemegang protocol 

Notaris. Notaris pemberi protokol tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, tanpa ada 

batasan waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Walaupun protokol telah 

diserahkan kepada MPD ataupun pemegang protokol, ia tetap bertanggung atas protokol yang 

dibuatnya,  karena  merupakan  pihak  yang  membuat  akta  dan  mendengar  penjelasan  dari  

para  penghadap  dan  tentu  saja  lebih  mengetahui  kebenaran  data  pada  isi  akta.  Sementara 

itu, Notaris pemegang protokol hanya menjadi pihak yang menerima akta dan protokol yang 
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sudah dibuat terlebih dahulu. Notaris pemegang protokol tidak begitu banyak tahu tentang 

penghadap dan karenanya tidak  bisa  diberi  tanggung  jawab  tentang  kebenaran  isi  akta  

serta  sanksi  hukum,  terkecuali  terkait proses penyimpanan protokol sejak setelah diterimanya 

dari MPD. 

Berdasarkan teori tanggung jawab, maka pemegang protokol Notaris harus bertanggung 

jawab atas semua akta-akta yang dipegangnya termasuk kewajiban mengeluarkan salinan akta, 

kutipan akta dan grosse akta. Hal ini dapat dilakukan jika syarat otensitas akta yang diatur 

dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan bentuk akta Notaris sesuai dengan Pasal 38 UUJN-P. Jadi 

Notaris pemegang protokol hanya bertanggungjwab memelihara protokol Notaris yang 

dialihkan kepadanya dan berwenang juga mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau 

Kutipan Akta dan merawat protokol Notaris yang diserahkan kepadanya, mengenai materi 

terhadap akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya bukan menjadi tanggung jawab Notaris 

pemegang protocol( Ibid). 

Kelsen juga berpendapat bahwa sebuah tanggung jawab muncul dikarenakan adanya 

pelanggaran dan atas pelanggaran itu maka menimbulkan sebuah sanksi atas dampak dari 

pelanggaran tersebut. Sanksi dalam pidana dapat diartikan seperti sanksi pada Kesehatan, 

kehidupan, kebebasan, harta dan atau benda. Sedangkan sanksi dalam hukum perdata yaitu 

seperti pembayaran sanksi ganti rugi dan kompensasi. Namun jika sanksi perdata tersebut tidak 

dilakukan maka dapat dilakukan sebuah aksi pemaksaan penyitaan pada kekayaan yang 

dimiliki( Heriawanto, 2018). 

Pemegang protokol Notaris mungkin dapat dituntut sebagai tergugat jika terbukti 

bahwa pemegang protokol terlibat dalam pembuatan atau penyelesaian akta kuasa menjual 

yang diduga cacat atau tidak sah. Namun, jika pemegang protokol Notaris tidak terlibat dalam 

kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan akta tersebut batal, maka kemungkinan besar 

pemegang protokol tidak akan menjadi tergugat dalam kasus tersebut. 

Adanya peralihan protokol Notaris, memungkinkan timbulnya konflik hukum 

berdasarkan protokol yang diterimanya, hal tadi sebagai sulit bagi pemegang protocol Notaris 

lantaran Notaris yang sebenarnya mempunyai protokol tadi sudah meninggal dunia, sebagai 

akibatnya bila adanya somasi yang timbul maka Notaris pemegang protokol akan ditarik 

sebagai pihak yang bersengketa. 

Perkara ini berawal dari adanya tuntutan perdata berdasarkan Penggugat menggunakan 

inisial Estaria Panggabean pada Notaris menggunakan inisial Jonas Marolop Simarmata 

menjadi tergugat menggunakan jabatan menjadi Notaris Pemegang Protokol berdasarkan 

Notaris yang sudah meninggal dunia berinisial MS. Penggugat adalah isteri absah berdasarkan 

Almarhum menggunakan inisial BH yang meninggal dalam tanggal 12 Agustus 1997 

menggunakan objek somasi tadi merupakan keabsahan surat kuasa No 25 dalam tanggal 16 

September 1989 yang dibentuk dan di tanda tangani dihadapan Notaris MS pada Medan 

menggunakan adanya penambahan pada surat kuasa tadi yaitu adanya surat persetujuan isteri 

yang dibentuk dalam tanggal 12 September 1989 yang ditanda tangani dihadapan Kepala Desa 

Siraja Ina.  

Hans kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, hukum 

merupakan suatu sistem norma sedangkan norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan 

aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan peraturan-peraturan yang harus 
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dilakukan. Undang-Undang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman 

bagi masyarakat untuk bertingkah laku dalam berhubungan, baik sesama individu maupun 

dalam hubungan dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan plelaksanaannya menimbulkan 

kepastian hukum( Marzuki, 2019). 

Teori kepastian hukum berkaitan dengan peran pemegang protokol Notaris sebagai 

tergugat atas kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protocol. Peraturan PerUndang-

Undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. 

Melanggar hukum (Onrechtmatige daad) adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau 

bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau 

bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, 

sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan 

kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.  

Kedudukan pemegang protokol Notaris sebagai tergugat terkait upaya pembatalan akta 

kuasa menjual dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022. Pemegang 

protokol notaris tidak memiliki kewenangan atau kedudukan yang diakui secara formal sebagai 

pihak yang dapat dijadikan tergugat dalam upaya pembatalan akta kuasa menjual. Pada 

umumnya, dalam upaya pembatalan akta notaris, pihak yang dapat dijadikan tergugat adalah 

pihak yang memiliki kepentingan atau pihak yang merasa dirugikan dengan akta tersebut, 

seperti pemberi kuasa atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Namun 

demikian, jika dalam suatu kasus terdapat alasan yang kuat untuk melibatkan pemegang 

protokol notaris sebagai pihak tergugat, hal ini bisa saja dilakukan dengan dasar argumentasi 

yang jelas dan kuat dalam proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan PerUndang-

Undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum.   

Dalam putusan tersebut dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan menggunakan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971 & Yurisprudensi 

Mahkamah Agung tanggal 18 Nopember 1975 No. 457K/Sip/1975 bahwa Hakim tidak 

mempunyai wewenang untuk menarik Notaris sebagai pihak dalam suatu gugatan. 

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 Mei 1979 Nomor 1420K/Sip/1978 & 

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 September 1973 Nomor 702K/Sip/1973 adalah 

yang menjadi dasar hukum tidak berwenangnya pengadilan untuk membatalkan Akta Notaris, 

pengadilan hanya dapat membatalkan hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh para pihak dalam akta. 

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Atas Putusan Mahkamah Agung 

No.1791/K/Pdt/2022 Terkait Kedudukan Notaris Sebagai Tergugat Atas Upaya 

Pembatalan Akta  Kuasa Menjual 

Adanya peralihan protokol Notaris, memungkinkan timbulnya konflik hukum 

berdasarkan protokol yang diterimanya, hal tadi sebagai sulit bagi pemegang protocol Notaris 

lantaran yang sebenarnya mempunyai protokol tadi sudah meninggal dunia, sebagai akibatnya 

bila adanya somasi yang timbul maka Notaris pemegang protokol akan ditarik sebagai pihak 

yang bersengketa. Perseteruan yang ada diawali dengan adanya tuntutan perdata berdasarkan 

Penggugat menggunakan inisial EP pada Notaris menggunakan inisial JM menjadi tergugat 

menggunakan jabatan menjadi pemegang Protokol Notaris berdasarkan Notaris yang sudah 

meninggal dunia berinisial MS. Penggugat adalah isteri sah Almarhum menggunakan inisial 
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BH yang meninggal dalam tanggal 12 Agustus 1997 menggunakan objek somasi tadi 

merupakan keabsahan surat kuasa No 25 dalam tanggal 16 September 1989 yang dibentuk dan 

di tanda tangani dihadapan Notaris MS pada Medan menggunakan adanya penambahan pada 

surat kuasa tadi yaitu adanya surat persetujuan isteri yang dibentuk dalam tanggal 12 

September 1989 yang ditanda tangani dihadapan Kepala Desa Siraja InaII. Surat kuasa menjual 

tadi mengungkapkan bahwa penggugat ikut menaruh persetujuan padahal Penggugat mengaku 

tidak pernah menaruh persetujuan sebagaimana yang tertuang pada surat kuasa menjual tadi.  

Berdasarkan perkara tadi data-data yang tertuang pada surat kuasa pun terdapat 

beberapa yang tidak sinkron misalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanda tangan 

yang tidak sama misalnya yang pada Kartu Tanda Pengenal (KTP) Penggugat sebagai 

akibatnya Penggugat merasa surat kuasa tadi tidak absah dan wajib batal demi hukum. Hal-hal 

tadi yang mengakibatkan adanya somasi terhadap Notaris JM menjadi Notaris pemegang 

protokol berdasarkan Notaris yang sudah meninggal dunia yaitu Notaris MS 

Dalam perkara tadi, berdasarkan penulis hakim pada putusan tadi kurang teliti pada 

memproses perkara, lantaran hakim mengabulkan permintaan penggugat bahwa akta tadi batal 

demi aturan dibuktikan menggunakan NIK dalam KTP. Padahal NIK dalam KTP bisa berubah 

bila berpindah domisili, ataupun penghadap yang memalsukan identitas. Berkaitan 

menggunakan penghadap yang memalsukan tanda tangan berarti Notaris tidak menerapkan 

perinsip kehati-hatian pada menjalankan. 

Dasarnya seorang pemegang protokol yang telah ditunjuk tidak boleh menolak menjadi 

pemegang protokol karena sudah tersirat pada beberapa Pasal di dalam peraturan 

perUndangUndangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Tugas dan kewenangannya. Jika 

Notaris kurang teliti pada mempelajari informasiinformasi misalnyayang terjadi pada perkara 

tadi maka hal tadi berarti Notaris bertindak tidak hati-hati. Dengan tindakan tidak berhati-hati 

seseorang Notaris maka akan mengakibatkan konflik hukum misalnya perkara tadi. Pemegang 

Protokol berdasarkan Notaris yang sudah meninggal dunia tadi yang terkena pengaruh 

berdasarkan mengabaikan prinsip kehati-hatian yaitu menggunakan ditemukannya identitas 

palsu berdasarkan penghadap pada akta yang dibentuk oleh Notaris MS. Walaupun Notaris 

tidak bertanggung jawab atas dokumen palsu dan fakta palsu yang dibentuk oleh penghadap, 

akan namun itu adalah kelalaian Notaris pada mempelajari identitas para penghadap dan tetap 

akan merugikan Notaris dan pula para pihak. Hal ini bisa sebagai celah pelanggaran hukum 

bagi Notaris yang menciptakan akta.  

Jika terjadi kesalahan baik sengaja juga lantaran kelalaian Notaris mengakibatkan orang 

lain menderita kerugian, yang berarti Notaris sudah melakukan perbuatan melanggar hukum. 

Kasus tersebut Notaris pemegang protokol tidaklah terlindungi, karena isi gugatan dianggap 

kabur. Pemegang protokol di sini tidak mampu mempertahankan hak materialnya dalam 

hukum formil, yaitu tidak bisa membuktikan telah  adanya  perjanjian  secara  lisan  antara  

dirinya dan ahli waris pemberi protokol. Karena itu, agar pemegang protokol Notaris 

terlindungi, maka perjanjian semacam itu haruslah dibuat tertulis, sehingga dihindari pihak-

pihak yang akan mengikngkarinya. 

Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN terhadap pemegang Protokol 

Notaris dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang mengatur terkait kepentingan proses 

peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis 
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Kehormatan yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang 

berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris. Pada tahap inilah 

Majelis Kehormatan Notaris memberikan perlindungan berupa izin pemeriksaan ataupun 

penyidikan oleh pihak yang berwenang( Adjie, . Op.Cit, hal. 24). Perlindungan hukumnya hanya 

sebatas pada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam hal memberikan persetujuan 

atau penolakan pada saat Protokol yang diterima Notaris Pemegang Protokol mengalami suatu 

permasalahan hukum pada substansi ataupun isi dari protokol tersebut, yang mengakibatkan 

Notaris pemegang protokol menjadi tergugat. 

Apabila Notaris pemegang protokol akta Notaris lain mengetahui dengan jelas bahwa 

minuta akta dari Notaris pembuat akta cacat hukum dan menjadi akta yang hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan namun salinan akta tetap dikeluarkan, maka 

Notaris pemegang protokol akta Notaris lain dapat dikatakan turut serta melakukan tindak 

pidana sebagaimana dintentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. 

Demikian pula, apabila Notaris pembuat akta dengan sengaja atau tidak membuat akta yang 

mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut merugikan para pihak yang terlibat dalam akta 

dan terbukti sebagai akta palsu, maka Notaris pembuat akta juga dapat dikenakan sanksi 

pidana, perdata maupun administrative sebagaimana diatur dalam KUHP, UUJN, dan 

KUHPerdata 

Bahwa pada kasus tersebut, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum 

(on recht matigedaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: 

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Sehingga, 

Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Tergugat. 

Dalam kasus di mana terdapat kesalahan dalam akta yang dibuat oleh Notaris pemberi 

protokol, Notaris pemegang protokol biasanya tidak ditempatkan sebagai tergugat atas 

kesalahan tersebut. Pemegang protokol Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan dan 

memelihara akta yang dibuat oleh Notaris, namun tidak bertanggung jawab atas kesalahan 

yang mungkin terjadi dalam akta tersebut, kecuali jika terbukti bahwa pemegang protokol 

Notaris turut serta dalam pembuatan akta yang salah tersebut. Dalam kebanyakan kasus, 

Notaris yang membuat akta tersebut akan menjadi tergugat atas kesalahan dalam akta tersebut.  

Notaris pemegang protokol dan penyimpan protokol Notaris tidak bertanggung jawab 

atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Pemegang protocol Notaris dan 

penyimpan protokol Notaris melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan 

adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang 

berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN dapat ditafsirkan pada isi Pasal 66 ayat (1) 

UUJN-P mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau 

hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Perlindungan Hukum 

juga diberikan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi bagi Notaris 

dengan adanya bidang pengayom yang turut memberikan saran dan konsultasi hukum bagi 

Notaris. 

Notaris pemegang protokol dari Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdelina Marpaung 

yaitu Notaris Jonas Marolop Simarmata hanya melaksanakan tugas selaku Notaris pemegang 
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protokol, pejabat yang berhak untuk mengeluarkan salinan atas akta perjanjian usaha bersama 

tersebut. Sebagaimana diatur Pasal 64 ayat (2) UUJN yang menjelaskan bahwa Notaris 

pemegang protokol berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, 

sehingga Notaris pat dimintakan pertangungjawaban apapun atas akta, hal ini dikarenakan 

berdasarkan penjelasan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan bahwa salinan yang 

dikeluarkan oleh Notaris sudah sesuai dengan sebagaimana aslinya, yaitu sesuai dengan akta 

asli yang dibuat oleh Notaris. 

Peneliti tidak setuju dengan putusan mahkamah agung yang menolak permohonan 

kasasi dari Pemohon Kasasi Estaria Panggabean tersebut, seharusnya hakim pada mahkamah 

agung menerima permohonan kasasi.  

Notaris pembuat akta yang telah meninggal dunia tentunya tidak dapat diminta 

keterangan atas akta yang dibuatnya, ia juga tidak dapat dimintakan ganti rugi apabila terdapat 

kesalahan atas akta yang dibuat olehnya. Notaris pemegang protokol pun tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawaban, karena akta tersebut tidak dibuat olehnya. Sehingga 

kewajiban untuk memberikan keterangan itu beralih kepada Notaris pemegang  protokol serta 

pihak-pihak yang dijadikan saksi dalam akta tersebut. Notaris pemegang protokol tetap akan 

dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada 

dalam penguasaannya, hal ini merupakan salahsatu tanggungjawab pemegang protokol 

Notaris. Terhadap protokol Notaris, tanggung jawab tetaplah berada pada Notaris pembuat 

akta, pertanggung jawaban tersebut tidak dapat dialihkan kepada Notaris pemegang protokol, 

kecuali dalam pemberian salinan akta oleh Notaris pemegang dan penyimpan protokol Notaris 

terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung 

jawab Notaris pemegang dan penyimpan protokol. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Pemegang protokol Notaris tidak tepat ditempatkan sebagai tergugat atas kesalahan akta yang 

dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Notaris pemegang protokol notaris tidak dapat 

melakukan tindakan apapun seperti mengubah isi yang ada didalam akta, namun yang dapat 

dilakukan oleh notaris pemegang protokol yaitu hanya dapat memberikan, memperlihatkan, 

atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang 

berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 65 UUJN 

menyebutkan bahwa Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang 

dibuat oleh Notaris sebelumnya. Namun Notaris pemegang protocol dapat dijadikan tergugat 

jika terjadi permasalahan pada isi akta akibat adanya penambahan kata pada akta tersebut.  

2. Kedudukan pemegang protokol Notaris sebagai tergugat terkait upaya pembatalan akta kuasa 

menjual dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022. Pemegang protokol 

notaris tidak memiliki kewenangan atau kedudukan yang diakui secara formal sebagai pihak 

yang dapat dijadikan tergugat dalam upaya pembatalan akta kuasa menjual. Pada umumnya, 

dalam upaya pembatalan akta notaris, pihak yang dapat dijadikan tergugat adalah pihak yang 

memiliki kepentingan atau pihak yang merasa dirugikan dengan akta tersebut, seperti 

pemberi kuasa atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Namun 



 
 

 
 
 

 
 

4671 
 

JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA 

https://jicnusantara.com/index.php/jiic  

Vol : 1 No: 9, November 2024                                       

E-ISSN : 3047-7824 

demikian, jika dalam suatu kasus terdapat alasan yang kuat untuk melibatkan pemegang 

protokol notaris sebagai pihak tergugat, hal ini bisa saja dilakukan dengan dasar argumentasi 

yang jelas dan kuat dalam proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan PerUndang-

Undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum.  Dalam 

putusan tersebut dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan menggunakan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971 & Yurisprudensi Mahkamah 

Agung tanggal 18 Nopember 1975 No. 457K/Sip/1975 bahwa Hakim tidak mempunyai 

wewenang untuk menarik Notaris sebagai pihak dalam suatu gugatan. Yurisprudensi 

Mahkamah Agung tanggal 1 Mei 1979 Nomor 1420K/Sip/1978 & Yurisprudensi Mahkamah 

Agung tanggal 5 September 1973 Nomor 702K/Sip/1973 adalah yang menjadi dasar hukum 

tidak berwenangnya pengadilan untuk membatalkan Akta Notaris, pengadilan hanya dapat 

membatalkan hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam 

akta 

3. Analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022 

terkait kedudukan Notaris sebagai tergugat atas upaya pembatalan akta kuasa menjual. Surat 

gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas, oleh karena dalam Perjanjian Surat Kuasa 

Nomor 25 tanggal 16-9-1989 antara Bonafacious Hutagalung yang merupakan suami dari 

Penggugat dengan Holan Tobing, maka Bonifacius Hutagalung dan Holan Tobing sebagai 

pihak yang memiliki kepentingan dalam Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16-9-1989 harus 

dijadikan pihak dalam perkara.  

Saran  

1. Disarankan kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat perlunya penyempurnaan 

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya mengenai 

pelimpahan protokol Notaris. UUJN harus mengatur tentang siapa yang berhak menerima 

protokol Notaris, bagaimana kriteria Notaris yang bisa menerima protokol Notaris dan perlu 

adanya sanksi terhadap Notaris yang menolak menerima protokol Notaris. 

2. Perlu adanya peraturan khusus yang dibuat untuk mengatur dan menegaskan mengenai 

batasan kewenangan dan kedudukan pemegang protokol Notaris terhadap protokol yang 

diterima dan disimpannya. Hal ini diharapkan supaya ada kepastian hukum bagi Notaris yang 

berkedudukan sebagai pemegang protocol Notaris.  

3. Pemegang Protokol Notaris harus mengerti dan memahami bahwa tanggung jawab pemegang 

Protokol Notaris dapat dikenakan sanksi pidana dengan perihal membuat keterangan palsu 

atas salinan yang dikeluarkan tetapi tidak lengkap tanda tangan pada minuta akta yang 

diterima, dengan demikian pemegang protokol Notaris harus mempertanggungjawabkannya 

jika melakukan perbuatan demikian. 
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